
BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,
a. bahwa tarif retribusi Izin Gangguan sudah tidak scs uai

dengan situasi dan kondisi, sehingga perlu d iscs uaikari;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 155 ayai (3)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcnt.ang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan pasal 15 aya t (3)
Peraturan Daerah Kabupaten .Jornbang Nornor 32 Ta h u n
2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, maka pcrl u
menetapkan Perubahan Tarif Reuibu si lzin Gangguan
dalam suatu Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 LenLang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalarn
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana tela h
diubah dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun L965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Norno r
19, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonanlic)
Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah clan
disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940
Nomor 450;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Ncgara Re publik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarun
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indoric sia
Tahun 2007 Nornor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4824);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tah un 2009 tcntang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ter.ta ng
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid up
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoricsiu
Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawa.san
Ekonomi Khusus (Lembrana Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5066);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-sia
Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Perat urun
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia .Tahun 1999 Nomor 190, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33910);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 200 1 te ntung
Pengeloaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Ncrnor 4161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 te ntung
Kawasan Industri (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lernbara n NCg::tI"Cl
Republik Indonesia Nomor 4987);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 lcnl~ll1g
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lernbaran Ncgar.i
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tah un 2010 icntaug Taiu
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnscntif Pcrriungutun
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mcn teri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Penetapan lzin Gangguan Di Daer ah ;

17. Peraturan Menteri.i Lingkurigan Hidup Nomor 13 Ta h u n
2010 tentang Upaya Pengelo1aan Lingkungan I-Iidup Dan
Upaya Pemantauan' Lingkungan Hidup Dan Sural
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pcmaritauan
Lingkungan Hidup;

1'--',
;. ,

2



i. 111,1':.\ ·1\ 1'I':IUlTU1(i\NUUI'i\TI\2lJI4\Lcmbaga Tcknis\pcriziIlHIl\pcrbup 110O",duc

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 19/B

Diundangkan di .Jornbang
pada tanggal 2 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

~UAN

NYONO SUHARLI WIHANDOEO
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18, Peraturan Oaerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Dacrah Kabu pa tcn
Jombang (Lembaran Daerah Kabupate n .Jornbang Tahun
2008 Nomor 5/D, Lembaran Dacrah Kabupatc n .Jornbaruz
Nomor 5/0);

19, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nornor 3 Tall Llil

2010 tentang Penyidik Pcgawa, Ncgeri Sipil Duc ruh
Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembar an Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/S, Lembarn n
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3/ E);

20, Peraturan Oaerah Kabupatcn .Jornbarig Nornor 32 TcthUII
2010 tentang Retribusi Izin Ganguan (Lernbara n DClCI'a h
Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 22/ C),

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
PasalI

Ketentuan dalam Peraturan Daer ah Kabupatcn .Jornbang
Nomor 32 Tahun 2010 tentang Relribusi Izin Gangguan
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor
22/C), pada pasal 14 ayat (2) diubah sebagai berikut:
a, Luas s 100 m? sebesar (Rp. 300,00/m2);
b. Luas 101 s.d. 1000 m? sebesar (Rp. 400,00/m2);
c. Luas 1001 s.d. 2000m2 sebesar (Rp. 450,00/111')');
d. Luas 2001 s.d. 3000m2 sebesar (Rp. 550,00/m?);
e. Luas 3001 s.d. 4000m2 sebesar (Rp. 600,00/ m'');
f. Luas 4001 s.d. 5000m2 sebesar (Rp, 700,00/m?);
g, Luas ~ 5001 m" sebesar (Rp. 900,00/m2).

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pa.da tanggal cliundnr.gkuu.
Agar setiap orang. mengetahuinya, mcrner in tah ka n
pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan pcncrnpataru.va
dalam Berita Daerah Kabupatcn Jombang,

Ditetapkan eli Jombang
pada tanggal 2 !-lei 2C IL~

BUPATI JOMBANG,
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